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<b>ABSTRAK</b><br>

Partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses
pengelolaan negara. Tetapi, terkadang partisipas yang disampaikan perorangan warga negara diabaikan atau
tidak didengar maka disalurkan, ditampung dan diolah melalui partai politik. Dalam tataran kebijakan
anggaran terjadi banyak penyimpangan bahkan terindikasi menimbulkan kerugiaan negaraatau
perekonomian negara yang memenuhi rumusan normatindak pidana korupsi.

Permasalahan dalam penelitian, adalah (1). Mengapa partai politik, selaku badan hukum dapat
dipertanggungjawabkan dalam tindak pidana korupsi? (2). Apakah bentuk pertanggungjawaban partai
politik dalam tindak pidana korupsi? Partai politik, selaku badan hukum dapat dipertanggungjawabkan atas
tindak pidanakorupsi berdasarkan formulasi normayang diatur dalam perundang-undangan nasional, serta
pada gjaran tendensi sosiologis, yang mempertimbangkan tindakan/dampak dari tindak pidana korupsi.
Adapun bentuk pertanggungjawaban pidana pokoknya berupa pidana denda dan pidana tambahan, yang
mana dalam tataran praktik mendapatkan kesulitan atau kelemahan. Penelitian ini dilakukan dengan
pendekatan socio legal.

Penegak hukumdapat menjalankan formulasi norma pertanggungjawabkan atas tindak pidana korupsi
terhadap partai politik, selaku badan hukumserta mempertimbangkan tindakan/dampak dari korupsi. Dan
mendorong DPR segera mengesahkan R-KUHP yang telah mengatur doktrin vicarious liabilty untuk
mendukung penegakan hukum pada masa mendatang. Dan merekomendasikan pembaharuan formul asi
pidana pokok terhadap partai politik di luar pidana denda.
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